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KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori
1. Kajian tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut M.Taupan (2013) dalam cover belakang bukunya yang
berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA-
MA/SMK Kelas XI.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah suatu mata
pelajaran yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki
keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup
bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sehingga dapat berperan sebagai warga
negara yang efektif dan bertanggung jawab.

b. Pembelajaran PPKn

(Aunurrahman, 2013, hlm. 2) menyatakan “Pembelajaran adalah
akan berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual yang
berlangsung secara sosial dan kultural, mendorong siswa membangun
pemahaman dan pengetahuannya sendiri dalam konteks sosial dan belajar

dimulai dari awal dan perspektif budaya”.

Pendidikaan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari
segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang
diamanaatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (Departemen Pendidikan
Nasional, 2006).

Proses pembelajaran PPKn di sekolah masih banyak yang
menerapkan pembelajaran bersifat one way traffic atau bersifat satu arah.
Pembelajaran hanya berpusat pada transfer ilmu pengetahuan dari guru

kepada murid, sehingga pembelajaran bersifat pasif dan tidak memberi
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keleluasaan kepada siswa atau menggali materi lebih dalam dan tidak
mencerminkan kelas PPKn sebagai laboratorium demokrasi.

Hal ini ditegaskan Somantri (2001, him. 5), bahwa: “pendekatan
pembelajaran PPKn harus menekankan pentingnya keterlibatan siswa
dalam kegiatan pembelajaran melalui partisipasi aktif dan positif dalam
mengemukakan ide atau gagasan kreatif. Proses pembelajaran yang
berkaidah proses pembelajaran yang memungkinkan para siswa aktif
melibatkan diri baik secara mental maupun fisik”.

Adapun Djahiri (2006, him. 32) menyebutkan “metode-metode
yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKn agar pembelajaran
bersifat aktif dan dapat melibatkan partisipasi siswa yaitu ceramah
bervariasi, metode ekspasitori, pengajaran konsep, tanya jawab,
partisipasi, diskusi dan kelompok belajar, kerja kelompok, inkuiri dan

pemecahan masalah serta value clarification (VCT).”
c. Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran

Karakteristik pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu
yang diakses pada hari rabu, tanggal 26 mei 2017, pukul 07:15 WIB, dari
https://rathnawahyu36.wordpress.com/2013/12/05/makalah-hakikat-

karakteristik-pengertian-tujuan-dan-ruang-lingkup-pendidikan-

kewarganegaraan/. menuntut lahirnya warga negara dan warga

masyarakat yang Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa yang mengetahui dan memahami dengan baik hak-hak dan
kewajibannya yang didasari oleh kesadaran dan tanggungjawabnya
sebagai warga negara. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan
dengan paradigma baru, yaitu bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di
sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan

demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui berikut ini:

1) Civic Intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara

baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial


https://ratnawahyu36.wordpress.com/2013/12/05/makalah-hakikat-karakteristik-pengertian-tujuan-dan-ruang-lingkup-pendidikan-kewarganegaraan/
https://ratnawahyu36.wordpress.com/2013/12/05/makalah-hakikat-karakteristik-pengertian-tujuan-dan-ruang-lingkup-pendidikan-kewarganegaraan/
https://ratnawahyu36.wordpress.com/2013/12/05/makalah-hakikat-karakteristik-pengertian-tujuan-dan-ruang-lingkup-pendidikan-kewarganegaraan/
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2) Civic Reponsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban

sebagai warga negara yang bertanggungjawab

3) Civic Participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara

atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosisal,

maupun sebagai pemimpin hari depan

Sejalan dengan itu kompetensi-kompetensi  yang hendak

diwujudkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibagi

kedalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :

1) Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan.

2)

Memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar

konstitusi pemerintahan Republik Indonesia

a)

b)

Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan
nasional sebagaimana keterlibatan warga negara membentuk
kebijaksanaan publik.

Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan
negara-negara dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-

masalah dunia dan atau internasional.

Kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan

a)

b)
c)

d)

Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui
proses pemecahan masalah dan inkuiri.

Mengusasai kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu
Membela atau mempertahankan posisi bagi mengemukakan
argumen yang kritis logis dan rasional.

Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak
umum.

Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan consensus

(demokrasi).
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3) Kompetensi untuk mengusai karakter kewarganegaraan

a) Memberdayakan dirinya sebagai warga negara yang aktif,
kritis dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif
dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik dan
pemerintahan dalam semua tingkat (daerah dan nasional).

b) Memahami bagaimana warga negara melaksanakan peranan,
hak dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam
kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan
nasional).

c) Memahami, menghayati dan menerapkan nilai-nilai budi
pekerti, demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Nasionalisme
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d) Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia

dalam kehidupan sehari-hari.

d. Ruang Lingkup Materi Pelajaran PPKn

Menurut PP Mendiknas No. 2 Tahun 2006 dalam Sutarjo Adisusilo

(2014, hlm. 129-130) ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1)

2)

Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam
perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan republik
Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan

jaminan keadilan.

Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan
keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat,
Peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional,

hukum dan peradilan internasional.



3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan
internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan
HAM.

Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi

diri, persamaan kedudukan warga negara.

Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan
konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah

digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

Kekuasan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan,
pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi
dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju
masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat

demokrasi.

Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,

Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar
negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan
internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi

globalisasi.
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e. Sumber Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan

Sumber pengajaran adalah sumber dari mana bahan pelajaran dan
media pengajaran diambil, diperoleh dan dicari. Penentuan jenis sumber
tergantung pada metode, media, dan bahan pembelajaran disamping

memperhatikan pada kemampuan dan kesediaan peserta didik.

A. Kosasih Djahiri (2006, him. 17) mengemukakan bahwa sumber

pelajaran layak dan benar untuk PPKn adalah sebagai berikut.

1) Sumber Formal
a) Pancasila, UUD 1945 dan seluruh perangkat hukum yang
berlaku baik dokumenter maupun dari sumber dan publikasi
lembaga yang berwenang.
b) Agama yang diakui oleh republik Indonesia dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa (lokal dan nasional).
2) Sumber literatur keilmuan yang tidak dilarang.
3) Media masa (cetak maupun elektronik).
4) Narasumber yang layak, baik secara keilmuan, sosial, politik, budaya

maupun keagamaan.

Dengan demikian maka guru PPKn khususnya, dituntut agar
mampu memanfaatkan sumber-sumber pengajaran yang ada seefektif
mungkin dan seefisien mungkin, guna memperkaya materi pembelajaran

yang akan disampaikan.

Kajian tentang Karakter

a. Pengertian Karakter

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri
khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik
adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat.
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Parwez dalam Muhammad Yaumi (2014, him. 7) menyatakan
“karakter adalah sesuatu yang terukir dalam diri seseorang. Karakter
merupakan kekuatan batin, pelanggaran susila (amoralitas) juga
merupakan karakter, tetapi untuk menjadi moral dan tidak bermoral

adalah suatu yang ambigu”.
Sementara itu Peterson dalam Muhammad Yaumi (2014, him. 9)

menyatakan pendidikan karakter adalah suatu istilah yang luas
yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum dan ciri-ciri
organisasi sekolah yang mendorong pengembangan nilai-nilai
fundamental anak-anak di sekolah. Dikatakan istilah yang luas
karena mencakup berbagai subkomponen yang menjadi bagian dari
program pendidikan karakter seperti pembelajaran dari kurikulum
tentang keterampilan-keteramplian sosial, pengembangan moral,
pendidikan nilai, pembinaan kepedulian dan berbagai program
pengembangan sekolah yang mencerminkan beraktivitas yang

mengarah pada pendidikan karakter.

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan
nasional. Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan
bahwa diantara “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan
potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak
mulia” (Muhammad Yaumi, 2014, him. 4). Satuan pendidikan
sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-
nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan pendidikan
masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada
satuan pendidikan yang untuk selanjutnya pada saat ini diperkuat dengan
18 nilai hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi (the
existing values) yang dimaksud antara lain takwa, bersih, rapih, nyaman,

dan santun.
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b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter Disiplin

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa
yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran,
bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Menurut (Suyanto 2010) yang diakses tanggal 29 desember 2016,
dari http://waaskitaman-diribk.wodpress.com/2010/06/02/urgensi-

pendidikan-karakter/ Pendidikan karakter berfungsi: (1) mengembangkan
potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2)
memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3)
meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
Berdasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan
disetiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus
diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan. Hal tersebut
berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu
bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan

masyarakat.

Menurut (Sudrajat, 2010). yang diakses tanggal 18 Desember 2016
pukul 04.30 WIB dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/-

pendidikan-karakter-di-sma/. Sasaran pendidikan karakter adalah seluruh

SMA di Indonesia negeri maupun swasta. Semua warga sekolah, meliputi
para peserta didik, guru, karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah
menjadi sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah
berhasil melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan
sebagai best practices, yang menjadi contoh untuk disebarluaskan ke
sekolah-sekolah lainnya. Melalui program ini diharapkan lulusan SMA
memiliki keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi akademik yang utuh dan

terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma


http://waaskitaman-diribk.wodpress.com/2010/06/02/urgensi-pendidikan
http://waaskitaman-diribk.wodpress.com/2010/06/02/urgensi-pendidikan
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/-pendidikan-karakter-di-sma/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/-pendidikan-karakter-di-sma/
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dan budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, pendidikan karakter
nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah

Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter
adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan
keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga
sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-nilai
tersebut. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis
dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya.
Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak
menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan
berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk
tantangan untuk berhasil secara.

Menurut Thomas Lickona dalam Sutarjo Adisusilo (2014, him. 61-
62) Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang
dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk
mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi
pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona
menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha
yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami,
memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Menurut
Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knonwing),
sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral behavior).
Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang
baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk
berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan dibawah ini

merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini.


http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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Konsep Sikap moral
moral
\ Karakter/watak

Prilaku moral

Bagan 2.1: Keterkaitan antara komponen moral dalam
rangkapembentukan karakter yang baik menurut (Lickona, 2014).

Hunter (2001) yang dikutip dalam jurnal pengaruh pembelajaran
pkn terhadap pembentukan karakter siswa, Titik Susiatik (2013, him. 62)
mengemukakan ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai luhur
universal: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2)
kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4)
hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong-
royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan
dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) karakter toleransi,

kedamaian, dan kesatuan.

Kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam
model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good,
feeling the good, dan acting the gesw33oo0d. Knowing the good bisa
mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah
knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni
merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat
orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh
kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia
cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan

kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan.
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Gagasan yang luhur tersebut disinyalir oleh sebagian kalangan
sangat strategis dihidupkan kembali di sekolah untuk memperbaiki
kondisi bangsa yang sedang mengalami “kebangkrutan moral” dan
berkembangnya kekerasan di masyarakat. Kondisi tersebut sangat terkait
dengan lemahnya pendidikan karakter di Sekolah. Bahkan sebagian
masyarakat mensinyalir; kegagalan pendidikan karakter di sekolah terkait

dengan peran guru yang kurang maksimal.

c. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn dalam Pengembangan
Pendidikan Karakter

Dalam manajemen pendidikan, proses pembelajaran terdiri dari
proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan
pembelajaran dalam standar proses yaitu silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP). Sementara kalau dalam kegiatan pelaksanaan
pembelajaran yaitu proses dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti dan
penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikan nilai-
nilai karakter yang ditargetkan. Pelaksanaan kegiatan ini dirancang dari
silabus kemudian RPP yang di dalamnya sudah di desain dalam
menerapkan pendidikan karakter. Kegiatan inti menggunakan metode
yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran,
yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Prinsip-
prinsip Contexstual Teacing and Learning (kontruktivisme, bertanya,
masyarakat belajar, menemukan, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang
sebenarnya) disarankan diaplikasikan pada semua tahapan pembelajaran
karena prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat memfasilitasi
terinternalisasinya nilai-nilai.

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki
komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Menurut
Wina Sanjaya, (2009, hlm. 58), komponen-komponen tersebut adalah
tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media
dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut diatas jika dilaksanakan

dengan baik dan sistematis, maka proses pembelajaran menjadi terarah
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dan fokus pada target yang dituju serta diharapkan meningkatkan

motivasi pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran aktif dalam PPKn

pada dasarnya menerapkan pendekatan CTL dan aktifitas pembelajaran

yang mencakup kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam

langkah-langkah kegiatan pembelajaran dapat dicontohkan sebagai
berikut.

Kegiatan Pendahuluan

1)

2)

3)

4)

Kesiapan dalam pembelajaran (berdoa apabila jam pertama,
absensi, kebersihan kelas, menyanyikan salah satu lagu wajib, salah
satu peserta didik memimpin mendoakan temannya yang tidak

hadir karena sakit) (karakter religius).

Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (karakter rasa ingin
tahu).

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin
dicapai.

Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan

sesuai silabus.

Kegiatan Inti

1)

2)

3)

4)

Peserta didik mengamati, menggali informasi tentang fakta, konsep
dan membuat catatan dari berbagai sumber seperti buku BSE, surat

kabar, internet, dan sumber yang lain (Eksplorasi).

Peserta didik mendalami dengan diskusi, pemecahan masalah,

mempresentasikan dan memberikan tanggapan, dsb (Elaborasi).

Guru memberikan informasi yang telah dilakukan peserta didik
pada kegiatan (1) dan (2) baik terkait dengan penguasaan

kompetensi, konsep, karakter (Konfirmasi).

Guru melakukan penilaian proses.
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Kegiatan Penutup
1) Peserta didik dengan dibimbing dan difasilitasi guru membuat

kesimpulan dan refleksi.

2) Peserta didik mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan guru

dan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

3) Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan

pembelajaran

d. Pendidikan Karakter dalam Materi PPKn

PPKn sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang
harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan
demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai
pendidikan anti korupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata
pelajaran PPKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam
pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran itu,
pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan
karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja/direncakan,
bukan sekedar dampak ikutan/pengiring (Draf Panduan Guru Mata
pelajaran PPKn, 2010). Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen
PPKn adalah pengetahuan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan.
Dengan kata lain, tanpa ada kebijakan pengintegrasian pendidikan
karakter ke dalam berbagai mata pelajaran, PPKn harus mengembangkan
pendidikan karakter (Winataputra dan Budimansyah, 2007) yang dikutip
dalam jurnal pengaruh pembelajaran pkn terhadap pembentukan karakter
siswa, Titik Susiatik (2013, hlm. 63). Lebih-lebih dengan adanya
kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi, maka hal
ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa PPKn sebagai ujung

tombak yang tajam bukan tumpul bagi pendidikan karakter.

PPKn sebagai pendidikan karakter dapat dikenali dari konsep,
tujuan, fungsi, tuntutan kualifikasi dan keunikan PPKn itu sendiri. PPKn

(Civic Education) adalah pembelajaran yang menggugah rasa ingin tahu
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dan kepercayaan (trust) terhadap norma-norma sosial yang mengatur
hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana mengatur partisipasi
politik (Alberta, 2005) yang dikutip dalam jurnal pengaruh pembelajaran
pkn terhadap pembentukan karakter siswa, Titik Susiatik (2013, him. 63).
PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan
warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,
dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.
Adapun tujuan PPKn bagi siswa adalah agar peserta didik memiliki

kemampuan:

1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan;

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta anti-korupsi;

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter masyarakat agar dapat hidup bersama dengan
bangsa lainnya; dan

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara fungsi PPKn adalah sebagai wahana untuk membentuk
warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada
bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan
UUD 1945 (Cholisin, 2011) yang dikutip dalam jurnal pengaruh
pembelajaran pkn terhadap pembentukan karakter siswa, Titik Susiatik
(2013, him. 63-64). Dalam kaitan itu, pemerintah melalui Permendiknas
No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru, memberikan standar kualifikasi kompetensi guru

PPKn yang bersifat khusus meliputi:
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1) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran PPKn;

2) Memahami substansi PPKn yang meliputi pengetahuan
kewarganegaraan  (civic  knowledge), nilai dan  sikap
kewarganegaraan  (civic  disposition), dan  keterampilan
kewarganegaraan (civic skills); dan

3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran PPKn.

Keunikan PPKn yang demikian digambarkan oleh Potter (2002)
yang dikutip dalam jurnal pengaruh pembelajaran pkn terhadap
pembentukan karakter siswa, Titik Susiatik (2013, hlm. 64), yaitu
memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran

lain, yaitu:

1) linked with other subject, maksudnya sekolah harus mendukung
secara eksplisit untuk mengkaitkan PPKn dengan mata pelajaran
lain;

2) a way of life, maksudnya PPKn harus mengakar dalam pandangan
hidup dan etos sekolah secara keseluruhan; dan

3) partcipation, maksudnya PPKn memerlukan generasi muda (young

people) untuk belajar melalui partisipasi dan pengalaman nyata.

Secara komprehensif, Cholisin (2011) yang dikutip dalam jurnal
pengaruh pembelajaran pkn terhadap pembentukan karakter siswa, Titik
Susiatik (2013, hlm. 64) menguraikan komponen substansi PPKn yang
meliputi: Pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan

dan karakter kewarganegaraan.

Dengan demikian PPKn telah memiliki kawasan pembelajaran
sendiri yang khas. Hal ini disebabkan dalam taksonomi Bloom, karakter
merupakan aspek afektif, padahal karakter tidak hanya memiliki dimensi
sikap tetapi juga perilaku/tindakan yang telah menjadi watak/perilaku
sehari-hari. Begitu pula keterampilan kewarganegaraan yang pada intinya

merupakan keterampilan partisipasi/keterampilan sosial (versi CCE
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termasuk di dalamnya keterampilan intelektual), tidak terdapat dalam
taksonomi Bloom. Hal ini yang merupakan latar belakang PPKn harus
memiliki kawasan pembelajaran yang merupakan komponen substansi
PPKn. Terkait dengan hal itu, proses pendidikan karakter didasarkan
pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu
manusia (koognitif, afektif, psikomotorik) dan fungsi totalitas sosio-
kultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan

masyarakat.

Adapun nilai-nilai karakter untuk mata pelajaran PPKn meliputi
nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Nilai karakter pokok
meliputi;  Kkereligiusan,  kejujuran,  kecerdasan,  ketangguhan,
kedemokratisan, dan kepedulian. Sedangkan nilai karakter utama
meliputi: nasionalis, kepatuhan pada aturan sosial, menghargai
keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain,
bertanggungjawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan

kemandirian.

e. Nilai-Nilai Karakter dalam PPKn

Nilai-nilai karakter dalam PPKn menurut Hasan dkk dalam
Muammad Yaumi (2014 him. 58) menjelaskan bahwa dalam rangka
lebih  memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan
pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama,
Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religius, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.

Namun dalam mengimplemantasikan nilai-nilai karakter di atas
tentunya ada prioritas sesuai dengan prakondisi masing-masing sekolah
yang bersangkutan. Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk
karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas

pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah



32

dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan
dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui
analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan
terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu
sekolah dan atau daerah yang satu dengan yang lainnya. Implementasi
nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-
nilai esensial, sederhana dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi,
nyaman, disiplin, sopan dan santun.

Dalam standar isi PPKn menyebutkan bahwa Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi
warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dari pemaparan ini kiranya
dapat kita tekankan bahwa fungsi PPKn selain untuk membentuk warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil tetapi juga berkarakter sesuai
yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dari sini sudah sangat
jelas bahwa PPKn memang memiliki misi yaitu nation and character
building yaitu membentuk warga negara yang berkarakter.

Bahkan Cholisin (2011)yang dikutip dalam jurnal pengaruh
pembelajaran pkn terhadap pembentukan karakter siswa, Titik Susiatik
(2013, hlm. 3) menjelaskan bahwa PPKn walaupun tanpa ada kebijakan
pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam berbagai mata pelajaran,
PPKn harus mengembangkan pendidikan karakter. Lebih-lebih dengan
adanya kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang terintegrasi,
ini merupakan tantangan untuk menunjukan bahwa PPKn sebagai ujung
tombak yang tajam bukan tumpul bagi pendidikan karakter. Ini semua
wajar apabila kita melihat komponen dari mata pelajaran PPKn itu
sendiri yaitu pengetahuan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan.

Kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik
menguasai materi, juga dirancang untuk mengenal, menyadari/peduli,

dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Dalam
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struktur kurikulum Kkita, ada dua mata pelajaran yang terkait langsung
dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, yaitu Pendidikan
Agama dan PPKn. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan mata
pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai, dan
sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan
menginternalisasi nilai-nilai. Namun dikarenakan nilai-nilai karakter
yang ditanamkan terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan untuk
ditanamkan seluruhnya pada setiap mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai
karakter yang terlalu banyak dan dibebankan pada setiap mata pelajaran
dirasa terlalu berat, sehingga dipilih beberapa yang menjadi nilai-nilai
karakter yang sesuai dengan mata pelajaran PPKn adalah nasionalis,
patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keragaman, sadar
akan hak dan kewajiban diri dan orang lain (Kemendiknas, 2010, him.
37).

Sesuai dengan tujuan PPKn dalam Permendiknas tentang standar
isi yang salah satunya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan
berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lain, dan berdasarkan komponen
substansi PPKn yang meliputi: pengetahuan kewarganegaraan,
keterampilan  kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan.
Menunjukan bahwa salah satu misi yang diemban PPKn adalah
pendidikan karakter.

Pendidikan karakter yang menjadi misi PPKn meliputi seluruh
aspek yang dibutuhkan demi terciptanya warga negara yang cerdas,
terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945, yaitu warga negara yang cerdas berdasarkan substansi pengetahuan
kewarganegaraan (Civic knowladge), terampil berdasarkan substansi
keterampilan kewarganegaraan (Civic skill), dan warga negara yang
berkarakter berdasarkan substansi karakter kewarganegaraan (Civic

dispositions).
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3. Kajian tentang Kedisiplinan

a. Pengertian Disiplin

Disiplin amat erat kaitannya dengan tata tertib, aturan, atau norma
yang berlaku dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat.
Kedisiplinan merupakan suatu set kondisi yang tercipta dan terbentuk
melalui proses dari serangkaian prilaku yang menunjukan nilai-nilai
ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban, karena itu pengertian
disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang

sesungguhnya tidaklah demikian.

Dilihat dari asal katanya, menurut Wursanto (2000, him. 108)
disiplin berasal dari bahasa latin “Discipline” yang berarti pelatihan atau
pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat, jadi
sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap
pekerjaan. Disiplin merupakan potensi yang termanifestasikan dalam
bentuk prilaku menghormati segala peraturan, baik yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari sebagai bagian darianggota masyarakat maupun
peraturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam

kepasitasnya sebagai warga negara.

Disiplin menjadi salah satu faktor yang dapat membantu seseorang
meraih kesuksesan karena itu kedisiplinan adalah suatu sifat dan sikap
yang harus ditanamkan kepada peserta didik karena sekolah berfungsi
sebagai penanaman dan pelembagaan nilai-nilai karakter dari beberapa
definisi yang telah dikemukakan di atas maka disiplin dapat diartikan
sebagai suatu bentuk tingkah laku dimana seseorang mentaati suatu
peraturan dan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan waktu dan tempatnya,
yang kesemuanya itu hanya dapat dicapai melalui latihan dan percobaan-
percobaan yang berulang-ulang disertai dengan kesungguhan pribadi

siswa itu sendiri.
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Konsep disiplin selalu merujuk kepada peraturan, norma atau
batasan-batasan tingkah laku. Dengan penanaman disiplin individu
diharapkan dapat berprilaku yang sesuai dengan norma tersebut.
Selanjutnya Lindgren dalam Yusuf (1989, hlm. 21) mengemukakan
bahwa ada tiga pengertian mengenai disiplin ini yaitu:

1. Punishment (hukuman). Hal ini berarti anak perlu dihukum bila
salah.

2. Control by enforcing abedience orderly conduct. Hal ini bahwa
anak itu memerlukan seseorang yang mengontrol, mengarahkan,
dan membatasi tingkah lakunya. Dalam hal ini individu dipandang
tidak mampu mengarahkan, mengontrol dan membatasi tingkah
lakunya sendiri.

3. Training that and strenghthens. Tujuan penelitian ini adlah “self
dicipline” (disiplin diri) dalaam arti bahwa tujuan latihan adalah
memberi kesempatan kepada individu untuk melakukan sesuatu

berdasarkan pengarahan dan kontrolnya sendiri.

Subari (2004, him. 163) menjelaskan disiplin sebagai a) kreasi dan
persiapan kondisi pokok untuk bekerja, b) kontrol diri sendiri, ¢) melatih
dan belajar tingkah laku yang dapat diterima, serta adanya d) sejumlah
pengontrolan guru terhadap murid. Dari beberapa definisi di atas dapat
dipahami bahwa disiplin mengandung arti adanya kesediaan untuk
mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Kepatuhan diri bukan hanya
karena adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang
disadari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-
peraturan. Kondisi yang dinamis, tertib dan aman adalah pencerminan
dari kedisiplinan atau kehadiran dan kepatuhan, baik itu disiplin kepala
sekolah, guru maupun siswa yang disadari oleh kesadaran dalam

menjalankan peraturan.
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b. Urgensi Disiplin di Sekolah

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki fungsi untuk
mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yakni membina
watak dan kepribadian peserta didik sebagai manusia yang beriman dan
bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Salah satu kepribadian yang
harus dikembangkan oleh sekolah adalah kedisiplinan, dimana disiplin
dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam
menjalankan kehidupannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan

warga dunia.

Terkait dengan hal tersebut Brown dan Brown (1973, hal. 122)
mengemukakan bahwa pentingnya mengajarkan dan menanamkan nilai-
nilai kedisiplinan kepada peserta didik yang dalam prosesnya sekolah
sebagai lembaga pendidikan harus menyiapkan nilai-nilai sebagai
berikut.

1) Rasa hormat terhadap otoritas/kewenangan, disiplin akan
menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas
maupun di luar kelas, misalnya kedudukan sebagai siswa yang
harus hormat terhadap guru dan kepala sekolah.

2) Upaya untuk menanamkan kerjasama, disiplin dalam proses belajar
mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan
kerjasama, baik antar siswa, siswa dengan guru, maupun siswa
dengan lingkungannya.

3) Kebutuhan untuk berorganisasi; disiplin dapat dijadikan sebagai
upaya untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai
kebutuhan berorganisasi.

4) Rasa hormat terhadap orang lain; dengan ada dan dijunjung
tingginya disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap siswa akan
tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan

menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain.
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5) Kebutuhan untuk melakukan hal tidak menyenangkan, dalam
dalam kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan
yangtidak menyenangkan. Melalui disiplin siswa disipkan untuk
mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan
dalam kehidupan pada umunya dan dalam proses belajar mengajar
pada khususnya.

6) Memperkenalkan contoh prilaku tidak disiplin; dengan
memberikan contoh prilaku yang tidak disiplin diharapkan siswa
dapat menghindarinya atau dapat membedakan mana prilaku

disiplin dan yang tidak disiplin.

Objek kajian mengenai disiplin dalam proses belajar mengajar
adalah penetapan tata tertib, yang diimplementasikan dalam bentuk
kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Tata tertib aturan, karena disiplin
timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antar apa yang
dilakukan oleh individu dan apa yang diinginkan dari orang lain sampai
batas-batas tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari dirinya sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya dan tuntutan perkembangan yang

luas.

Disiplin belajar merupakan suatu perbuatan dan kegiatan belajar
yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
sebelumnya. Kedisiplinan belajar sebagi suatu keharusan yang harus
ditaati oleh setiap person dalam suatu organisasi, dengan sendirinya
memiliki aktifitas yang bernilai tambah. Unsur pokok dalam disiplin
belajar siswa adalah tertib ke arah siasat pembiasaaan dalam disiplin
disekolah akan mempunyai hubungan yang positif bagi kehidupan siswa

yang akan datang.

Pada mulanya disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang
menekan kebebasan siswa, tetapi bila aturan ini dirasakan sebagai suatu
yang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan
kebaikan bersama, maka lama kelamaan menajadi kebiasaan yang baik

menuju kearah disiplin diri sendiri. Dengan mengajarkan kedisiplinan
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kepada siswa, maka siswa akan mengetahui hal-hal apa saja yang boleh
dan tidak boleh dilakukan olehnya. Sebagaimana tujuan disiplin yang
dikemukakan oleh Rachman (1999, him. 83) bahwa tujuan disiplin

sekolah adalah:

1) Memberi dukungan bagi terciptanya prilaku yang tidak
menyimpang

2) Mendorong siswa melakukan baik dan benar

3) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan
tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang
dilarang oleh sekolah, dan

4) Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan

bermanfaat.

Tujuan disiplin sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan
lingkungan belajar yang nyaman terutama di kelas. Di dalam kelas jika
seseorang guru tidak mampu menerapkan disiplin dengan baik maka
siswa mungkin menjadi kurang termotivasi dan memperoleh penekanan
tertentu dan suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai
prestasi belajar siswa. Ketika berbicara mengenai disiplin sekolah, maka
kita tidak dapat melepaskan dengan munculnya persoalan prilaku negatif
siswa. Prilaku negatif yang terjadi dikalangan siswa akhir-akhir ini
tampak sudah sangat mengkhawatirkan seperti tindakan asusila,
keterlibatan dalam obat-obatan terlarang, gang motor dan berbagai
tindakan yang menjurus ke arah kriminal lainnya, yang tidak hanya

merugikan diri sendiri, tetapi merugikan masyarakat umum.

Di lingkungan internal sekolah, pelanggaran terhadap berbaagai
aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang merentang
dari pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat
tinggi, seperti membolos sekolah, perkelahian, nyontek, perampasan,
pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan prilaku lainnya. Munculnya

beberapa masalah tersebut membuat diperlukannya suatu upaya
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pencegahan, dalam hal inilah nampak bahwa nilai-nilai disiplin dapat
amat penting dilakukan di sekolah.

Prilaku siswa terbentuk dan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain faktor lingkungan, keluarga dan sekolah. Tidak dapat
dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam
membina dan mempengaruhi prilaku siswa. Di sekolah seorang siswa
berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap,
teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar
serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke
dalam hati sanubarinya dan dampaknya kadang-kadang melebihi
pengaruh dari orang tuanya dirumah. Sikap dan prilaku ditampilkan guru
tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa
di sekolah.

Terkait adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
siswa, Brown dan Brown (1971, him. 115) mengelompokan beberapa
penyebab prilaku yang indisiplin, sebagai berikut.

1) Prilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh guru, dimana seorang
guru berprilaku tidak sesuai perannya yang seharusnya menjadi
contoh, panutan, atau teladan bagi siswa di sekolah

2) Prilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh sekolah, kondisi sekolah
yang kurang menyenangkan, kurang teratur, dan lainnya dapat
menyebabkan prilaku yang kurang atau tidak disiplin.

3) Prilaku tidak disiplin bisa bisa disebabkan oleh siswa, siswa yang
berasal dari keluarga yang broken home.

4) Prilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh kurikulum, kurikulum
yang tidak terlalu kaku, tidak atau kurang fleksibel, terlalu
dipaksakan, dan lain-lain bisa menimbulkan prilaku yang tidak
disiplin dalam proses belajar mengajar pada khususnya dan dalam

proses pendidikan pada umumnya.
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Disiplin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila
berdasarkan atas kesadaran diri sendiri. Disiplin yang bersumber dari hati
nurani manusia akan menghasilakn disiplin yang lemah dan tidak akan
dapat bertahan dengan lama. Disiplin yang tumbuh atas dasar kesadaran
diri sendiri yang demikian itulah yang diharapkan selalu tertanam di
dalam diri setiap orang. Disiplin belajar berkaitan erat dengan kepatuhan
siswa terhadap peraturan-peraturan tertentu, baik diterapkan diri sendiri
maupuan pihak lain. Dengan belajar siswa harus memiliki kesadaran

sendiri untuk mematuhi tanpa harus ada paksaan dari orang lain.

Siswa yang sudah terbiasa belajar teratur otaknya akan terlatih
setiap hari. Dengan seringnya daya pikir mendapat latihan maka akan
menyebabkan ketajaman daya fikir, sehingga siswa mudah untuk
menerima materi pelajaran. Tetapi sebaliknya siswa yang malas belajar
otaknya menjadi kaku karena jarang dilatih sehingga daya pikirnya
menjadi lemah. Disiplin belajar ada kecenderungan seseorang bisa
terbiasa dengan aktifitas belajar yang dilakukan secara teratur, yang
mana belajar merupakan kegiatan mendasar atau kegiatan pokok yang
dilakukan dengan kesadaran hati sehingga tidak perlu adanya paksaan

dari orang lain.

c. Indikator Kedisiplinan

Disiplin bila dilihat dari segi bahan merupakan latiham ingatan dan
watak untuk menciptakan pengawasan (kontrol diri), atau kebiasaan
mematuhi ketentuan dan perintah. Mas’udi (2000, him. 89) menyatakan
ruang lingkupnya disiplin dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Disiplin diri, yakni apabila peraturan-peraturan atau ketentuan-
ketentuan itu hanya berlaku bagi diri seseorang. Misalnya disiplin
belajar, disiplin bekerja, dan disiplin beribadah.

2) Disiplin sosial, yakni apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan-
peraturan itu harus dipatuhi oleh orang banyak atau masyarakat.
Misalnya, disiplin lalu lintas, dan disiplin menghadiri rapat.
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3) Disiplin nasional, yakni adalah apabila peraturan-peraturan atau
ketentuan-ketentuan itu merupakan tata laku bangsa atau norma
kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipatuhi oleh
seluruh rakyat. Misalnya, disiplin membayar pajak dan disiplin
mengikuti upacara bendera (Mas’udi, 2000, hlm. 88-89).

Berkaitan dengan kedisiplinan siswa di sekolah, maka bentuk-
bentuk kedisiplinan siswa dalam belajar, dapat dikategorikan menjadi;
disiplin dalam membentuk strategi belajar, disiplin dalam mengerjakan
tugas, disiplin dalam memanfaaatkan waktu, dan disiplin dalam mentaati
tata tertib.

1) Disiplin siswa dalam menentukan strategi belajar

Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara
belajarnya. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan
untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi dari pada siswa yang
tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Untuk belajar secara efektif
dan efisien diperlukan kesadaran dan disiplin tinggi setiap siswa. Siswa
yang memiliki disiplin dalam belajarnya akan berusaha mengatur dan
menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat baginya. Jadi langkah
pertama yang perlu dimiliki agar dapat belajar secara efektif dan efisien
adalah kesadaran atas tanggung jawab pribadi dan keyakinan bahwa
belajar adalah untuk kepentingan dari sendiri, dilakukan sendiri dan tidak
menggantungkan nasib pada orang lain.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamalik (2005,
him. 1) bahwa belajar akan lebih berhasil apabila seorang siswa memiliki
kesadaran atas tanggung jawab belajar dan cara belajar yang efisien.
Selain menggunakan strategi belajar yang tepat, siswa juga perlu
memperhatikan metode atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai
tujuan belajarnya. Seperti yang kita ketahui belajar bertujuan untuk
mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Cara
yang demikian itu jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin



42

tinggi maka akan menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan dalam belajar
berpengaruh terhadap prestasi belajar.
2) Disiplin terhadap pemanfaatan waktu

a) Cara mengatur waktu belajar

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa
adalah banyaknya siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk
belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kekurangan memiliki keteraturan

dan disiplin untuk menggunakan waktu secara efisien.

Keterampilan mengatur waktu merupakan suatu keterampilan yang
sangat penting Gie (1995, him. 167) mengemukakan bahwa keterampilan
mengelola waktu dan menggunakan waktu seraca efisien merupakan hal
yang sangat terpenting dalam masa studi maupun seluruh kehidupan
siswa. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh
Shaw dalam Gie (1995, him. 167) sebagai berikut:

Learning to use time is a valuable skill, one that will play dividens
not only in studying but all through life. In fact, the ability to use time
efficiently may well be one of the most significant achiements of your

entire life.

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa belajar menggunakan
waktu merupakan suatu keterampilan perolehan yang berharga,
keterampilan yang memberikan keuntungan-keuntungan tidak saja dalam
studi, melaikan sepanjang hidup. Sesungguhnya kemampuan
menggunakan waktu secara efisien dapat merupakan salah satu prestasi

yang terpenting dari seluruh hidup seseorang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai
kesuksesan dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan
berdisiplin memanfaatkan waktunya. Dalam ajaran islam disiplin dalam
pemanfaatan waktu sangat dianjurkan, disiplin bukan hanya dalam
pemangfaatan waktu belajar saja, tetapi disiplin perlu juga dilakukan oleh

setiap orang dalam setiap waktu dan kesempatan.



43

Dalam belajar pemanfaatan waktu secara baik dan dikerjakan
dengan baik dan tepat waktu adalah merupakan hal yang terpuji. Dari
uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan atau pemanfaatan
waktu dengan baik menumbuhkan disiplin dalam mempergunakan waktu

secara efisien.
b) Pengelompokan waktu

Banyak siswa yang belajarnya kurang dapat memanfaatkan
waktunya dengan sebai-baiknya karena tidak membagi-bagi waktunya
untuk macam-macam keperluan, oleh karena itu berbagai segi dan teknik
untuk mengatur pemakaian waktu perlu dipahami sebagai langkah untuk

mengembangkan keterampilan mengelola waktu studi.

Gie (1995, him. 170) mengemukakan beberapa pedoman pokok
yang perlu dipahami dan kemudian diterapkan oleh siswa dalam
kehidupannya sebagai berikut:

(1) Kelompokanlah waktu sehari-hari untuk keperluan studi, makan,

mandi, olahraga, dan urusan-urusan pribadi atau sosial.
(2) Selidiki dan tentukanlah waktu yang tersedia untuk studi setiap hari.

(3) Setelah mengetahui waktu yang tersedia, setiap siswa hendaknya
merancang penggunaaan waktu itu dengan jalan menetapkan
macam-macam mata pelajaran tersebut berikut urutan-urutannya
yang harus dipelajari setiap hari.

(4) Setiap siswa perlu pula menyelidiki bilamana dirinya dapat belajar
dengan hasil yang baik.

(5 Mata-mata pelajaran yang akan dipelajari diurutkan dari yang
tersukar sampai yang termudah.

(6) Siswa hendaknya membiasakan diri untuk seketika mulai mengerja-
kan tugas-tugas yang berkorelasi dengan studi.
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(7) Berkaitan dengan pengembangan kesadaran waktu setiap siswa
hendaknya menyadari kemana berlalunya dan untuk apa waktu 24
jam sehari.

c) Penjatahan waktu belajar

Setiap waktu perlu mengadakan prinsip-prinsip belajar secara
teratur dan untuk belajar secara teratur setiap hari harus mempunyai
rencana kerja. Agar siswa tidak banyak membuang waktu untuk
memikirkan mata pelajaran yang akan dipelajari suatu saat dan apa yang
harus dikerjakannya. Karena itu agar siswa tidak dihinggapi keraguan-
keraguan terhadap apa yang hendak dipelajarinya maka ia harus
mempuanyai rencana kerja atau daftar waktu dalam belajar. Adapun cara
untuk membuat jadwal belajar yang baik menurut Gie (1995, him.167)

adalah sebaagai berikut:

(1) Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan
tidur, belajar, makan, mandi, olah raga, dan lain-lain.

(2) Menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari.

(3) Merancang penggunaan belajar itu dengan cara menetapkan jenis-

jenis mata pelajaran dan urutan-urutan yang harus dipelajari.

(4) Menyelidiki waktu-waktu mana yang dapat dipergunakan untuk

belajar dan hasil terbaik.

(5) Berhematlah dengan waktu, setiap siswa janganlah ragu untuk

memulai pekerjaan, termasuk juga belajar.

Penjatahan waktu belajar siswa dapat dilakukan dengan membuat
rencana belajar dan bentuk jadwal belajar. Baik itu berupa jawal belajar
mingguan, harian, ataupun bulanan, dengan menentukan jumlah mata
pelajaran yang akan dopelajarinya setiap hari serta menetapkan
jadwalnya. Dimana setiap siswa dapat mengetahui sendiri pelajaran yang
sulit ataupun mudah, sehingga dia dapat menentukan waktu yang sesuai

atau cukup untuk mempelajarinya.
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Berhubungan dengan hal tersebut, menurut Hamalik (2005, him.
31-32) rencana belajar yang baik mempunyai beberapa manfaat, antara

lain:

(1) Menjadi pedoman dan penuntun dalam belajar, sehingga perbuatan
belajar menjadi lebih teratur dan lebih sistematis.
(2) Menjadi pendorong dalam belajar.
(3) Menjadi alat bantu dalam belajar.
(4) Rencana belajar yang baik akan membantu saudara untuk me-
ngontrol, menilai memeriksa sampai dimana tujuan saudara tercapai.
3) Disiplin terhadap tata tertib

Dalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat
penting untuk diterapkan, karena dalam suatu sekolah tidak memiliki tata
tertib maka proses belajar mengajar tidak akan belajar dengan lancar
sesuai dengan dengan rencana. Antara peraturan dan tata tertib
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentuk
disiplin siswa dalam mentaati peraturan di dalam kelas maupun di luar

kelas.

Untuk melakukan disiplin terhadap tata tertib dengan baik, maka
guru bertanggung jawab menyampaikan dan mengontrol berlakunya
perturan dan tata tertib tersebut. Dalam hal ini staf sekolah atau guru
perlu terjalinnya kerja sama sehingga terciptanya disiplin kelas dan tata
tertib kelas yang baik tanpa adanya kerja sama tersebut dalam pembinaan
disiplin sekolah maka akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan

tata tertib sekolah serta terciptanya suasana belajar yang tidak diinginkan.

Subari (2004, him. 168) mengemukakan beberapa hal yang harus
dikembangkan oleh guru dalam pembinaan disiplin guna terlaksananya

tata tertib dengan baik antara lain yaitu:

a) Mengadakan perencanaan secara kooperatif dengan murid-murid
yaitu demi terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing dan

demi terciptanya tujuan bersama.
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b) Mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab kepada
murid-murid.

c) Membina organisasi dan prosedur kelas secara demokratis.

d) Mengorganisir kegiatan kelompok besar maupun kecil.

e) Memberi kesempatan untuk berdiri sendiri, berpikir kritis terutama
mengemukakan dan menerima pendapat.

f) Memberi kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan dan
kerja sama.

g) Menciptakan kesempatan untuk mengembangkan sikap yang
diinginkan secara sesuai sosial psikologi.

Dengan demikian untuk terciptanya disiplin yang harmonis dan
terciptanya disiplin dari siswa dalam rangka pelaksanaan peraturan dan
tata tertib dengan baik, maka di dalam suatu lembaga atau lingkungan
sekolah perlu menetapkan sikap disiplin terhadap siswa, agar terciptanya

proses belajar mengajar yang baik.

Disiplin belajar pada dasarnya merupakan suatu peluasan dari
disiplin yang dikaitkan dengan tugas seorang individu dalam
pelajarannya. Disiplin belajar merupakan suatu keadaaan yang tertib
sesuai dan menciptakan keteraturan sebagaimana yang seharusnya.
Disiplin belajar merupakan suatu ketaatan seseorang dalam menghargai
maupun menghormati waktu, tanggung jawab yang telah diberikan baik
secara tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan suatu lembaga atau

organisasi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut.

Indikator disiplin belajar yang akan diuraikan dalam permasalahan

ini meliputi aspek: ketepatan waktu, ketaatan, dan tanggungjawab.
a) Ketepatan waktu

Slameto (2005) menjelaskan bahwa siswa yang berdisiplin tinggi,
maka siswa tersebut selalu tepat waktu, selalu taat pada tata tertib. Alex
dan Rohana (2004) mengemukakan bahwa adanya keterlambatan

seseorang dalam melaksanakan kegiatannya di luar kebiasaan dapat
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menunjukan indikasi disiplin kerja yang disebabkan oleh karena
kemalasan, bila kemalasan seseorang berlarut-larut akan mengakibatkan
disiplin kerja menurun. Hal ini dapat dilihat dari aspek; tepat waktu
dalam belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan latihan baim di sekolah
maupun di rumah, masuk dan keluar kelas, keluar masuk pekarangan

sekolah.
b) Ketaatan

Ketaatan merupakan suatu bentuk prilaku yang dilakukan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, baik di masyarakat (hukum
adat/kebiasaan) maupun di negara (peraturan perundang-undangan) Alex
dalam Rohana (2004, hlm. 26) mengemukakan bahwa ketaatan
merupakan suatu yang penting dalam menegakan disiplin, adanya
pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin maka pekerjaan tidak akan
terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sorang siswa yang taat
akan dapat dilihat dari aspek, yaitu taat kepada peraturan atau tata tertib

sekolah, taat terhadap tata tertib di kelas maupun di ruang praktik.
c) Tanggungjawab

Masalah tanggungjawab merupakan syarat utama dalam
pencapaian tujuan suatu kehiatan. Siswanto dalam Zoni (2007, him. 23)
menjelaskan tanggungjawab dapat dilihat dari sikap serta kesadaran yang
tinggi dan menunjukan rasa tanggungjawab yang besar terhadap
pekerjaannya. Alex dalam Rohana (2004, hilm. 31) mengemukakan
bahwa seorang yang bertanggungjawab di suatu kegiatan, maka orang
tersebut akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkannya. Seorang yang bertangungjawab akan dapat
dilihat dari; bertangungjawab melaksanakan tugas yang diberikan,
bertangungjawab terhadap kewajibannya, bertangungjawab terhadap
pemakaian alat atau barang baik di ruang praktik maupun di kelas.
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Adapun menurut Wasti Soemanto (2003) mengatakan beberapa
indikator kedisiplinan siswa yang bisa dilihat dari indikator sebagai
berikut: (1) datang ke sekolah tepat waktu, (2) berpartisipasi dalam
belajar dan merespon guru, (3) menunjukkan hasil test dengan baik,

(4) mengerjakan pekerjaan rumabh, (5) penyempurnaan.

Kedisiplinan harus ditegaskan dalam aspek, karena tanpa
dukungan disiplin proses untuk mewujudkan suatu tujuan kan sulit.
Jadi kedisiplinan merupkan kunci keberhasilan dalam mencapai
tujuan. Untuk menanamkan disiplin pada diri manusia tidak terlepas
dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melakukan
pekerjaan atau tindakan, seseorang senantiasa dituntut untuk
berdisiplin supaya mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini sudah
dibuktikan oleh masyarakat jepang yang terkenal dengan
kedisiplinannya. Di mana Jepang pada masa lalu pernah di bom oleh
negara sekutu yang mengakibatkan lumpuhnya semua sektor sehingga
mengalami kemiskinan, dan tertinggal oleh negara lain. Kini jepang
sudah menjadi negara industri dengan teknologi yang serba modern.

Hal tersebut tidak terlepas dari semangat disiplin masyarakat Jepang.

Dalam kehidupan sehari-hari telah terdapat keyakinan bahwa
anak memerlukan sedikit disiplin agar ia dapat bertingkah laku sesuai
dengan standar norma masyarakat dan agar ia dapat diterima dalam
lingkungan masyarakat. Dengan disiplin anak dapat belajar
bertingkah laku sesuai tuntutan masyarakat dan dapat diterima di

lingkkungannya.
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d. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Disiplin

Proses penanaman nilai-nilai disiplin di sekolah hanya akan
tercapai apabila seorang guru mampu menerapkan disiplin dengan baik.
Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan
didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu
dalam, ke dalam hati sanubarinya dan dampaknya yang terkadang
melebihi pengaruh dari orang tuanya di rumah.

Sikap dan prilaku yang ditampilkan guru tersebut pada dasarnya
merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah. Semua
bentuk ketidakdisiplinan siswa di sekolah tentunya memerlukan upaya
penanggulangan dan pencegahan. Rachman (1999, him. 83)
mengemukakan beberapa usaha yang dapat dilakukan sekolah dalam

menanamkan karakter disiplin, anatara lain:

1) Guru hendaknya bida menjadi contoh berdisiplin, misalnya tepat
waktu. Siswa tidak akan memiliki disiplin manakala melihat
gurunya sendiri juga tidak disiplin. Guru harus menghindari
kebiasaan telat masuk kelas.

2) Memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas.,
sehingga mudah untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana
kondusif untuk belajar.

3) Secara konsisten para guru terus mensosialisasikan kepada siswa
tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai
hasil optimal, melalui pembinaan dan yang lebih penting lagi

melalui keteladanan.

Selanjutnya Hurlock (2009, him. 93) menjelaskan beberapa cara
yang dapat digunakan dalam menanamkan kedisiplinan siswa sebagai
berikut:

1) Cara disiplin yang otoriter. Disiplin otoriter berarti mengendalikan

kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman terutama hukuman



2)
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badan sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengendalikan
prilaku mereka sendiri.

Cara disiplin yang permisif. Biasanya disiplin yang permisif itu
tidak membimbing anak untuk berprilaku yang disetujui secara
sosial dan tidak menggunakan hukuman.

Cara disiplin yang demokratis. Dalam hal ini metode demokratis
menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran sehingga dapat
membantu anak dalam memahami alasan-alasan prilaku tersebut

diharapkan.

Sementara itu Reisman dan Payne dalam Mulyasa (2003, him. 15)

mengemukakan strategi umum merancang disiplin siswa, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Konsep diri; untuk menumbuhkan konsep diri siswa sehingga
siswa dapat berprilaku disiplin, guru disarankan untuk bersikap
empatik, menerima hangat dan terbuka.

Keterampilan berkomunikasi; guru terampil berkomunikasi yang
efektif sehingga mampu menerima peraaan dan mendorong
kepatuhan siswa.

Konsekuensi-konsekuensi logis dan alami; guru disarankan dapat
menunjukan secara cepat prilaku yang salah, sehingga membantu
siswa dalam mengatasinya; dan memanfaatkan akibat-akibat logis
dan alami dari prilaku yang salah.

Klarifikasi nilai; guru membantu siswa dalam menjawab
pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan membina sistem nilainya
sendiri.

Analisis transaksional, guru disankan belajar sebagai orang dewasa
terutama ketika berhadapan dengan siswa yang menghadapi
masalah.

Terapi realitas, sekolah berupaya mengurangi kegagalan dan
meningkatkan keterlibatan. Guru perlu bersikap positif dan

bertanggung bjawab.
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7) Disiplin yang terintegrasi; metode ini menekankan pengendalian
penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan
peraturan.

8) Modifikasi prilaku; prilaku salah disebabkan oleh lingkungan. Oleh
karena itu dalam pembelajaran perlu diciptakan lingkungan yang
kondusif.

9) Tantangan bagi disiplin; guru dihadapkan cekatan, sangat
terorganisasi dan dalam pengendalian yang tegas. Pendekatan ini
mengasumsikan bahwa peserta didik akan menghadapi berbagai
keterbatasan pada hari-hari pertama di sekolah dan guru perlu
membiarkan mereka untuk mengetahui siapa yang berada dalam

posisi sebagai pemimpin.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan laporan, penulis melihat referensi dari penelitian

terdahulu yang memiliki kesamaan variabel baik variabel X dan Y antara lain.

1. Giri Sugiharto (075010034) Jurusan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Unpas Bandung.
Judul Skripsi:
“Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
terhadap sikap disiplin siswa dalam mentaati tata tertib di sekolah. (Studi
deskriptif analitis Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
di SMA Negeri 1 Compreng Subang)”.

Penelitian ini adalah studi deskriptif analitis, cara memperoleh data
yaitu dengan observasi, angket, wawancara, studi literatur dan
dokumentasi.

a. Persamaan pada penelitian yang dilakukan peneliti sendiri dengan
penelitian saudara Giri Sugiharto adalah variabel X (Guru dan mata
pembelajaran PPKn), dan variabel Y yaitu siswa (karakter siswa).
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b. Perbedaan pada penelitian adalah peneliti menggunakan deskriptif
kualitatif sedangkan saudara Giri Sugiharto deskriptif kuantitatif.

Hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan saudara Giri Sugiharto
adalah terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran PKn di SMA

Negeri 1 Compreng terhadap sikap disiplin siswa di sekolah.

. Ricky Jungjunan (0800937) Jurusan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) FPIPS/UPI Bandung.

Judul Skripsi:

“Peran Guru PKn Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa. (Studi

Deskriptif Analitis di SMA Negeri 1 Ciasem Kabupaten Subang)”.
Penelitian ini adalah studi deskriptif analitis, cara memperoleh data

yaitu dengan observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi.

a. Persamaan pada penelitian yang dilakukan peneliti sendiri dengan
penelitian saudara Giri Sugiharto adalah variabel X (Guru dan mata
pembelajaran PPKn), dan variabel Y vyaitu siswa (karakter disiplin
siswa).

b. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti sendiri
menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan saudara Ricky

Jungjunan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang dilakukan saudara Ricky Jungjunan

adalah sebagai berikut:

a. Kondisi kedisiplinan siswa di SMAN 1 Ciasem Kab. Subang sudah
baik.

b. Peran guru PKn dalam membentuk karakter disiplin siswa yaitu (1)
melalui keteladanan dan pembiasaan prilaku yang baik, kemudian

(2) memberikan dorongan beserta motivasi.
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3. Ansy Agrian (0605904) Jurusan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) FPIPS/UPI Bandung.

Judul Skripsi:

“Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina

Karakter Disiplin Siswa di SMP Negeri Kabupaten Subang, (studi

Deskriptif Analitis di SMPN 2 Subang)”.

Penelitian ini adalah studi deskriptif analitis, cara memperoleh data
yaitu dengan observasi, wawancara, studi litratur dan dokumentasi.

a. Persamaan pada penelitian yang dilakukan peneliti sendiri variabel X
(Guru dan mata pembelajaran PPKn), dan variabel Y yaitu siswa
(karakter disiplin siswa). Dan sama-sama menggunakan metode
deskriptif kualitatif

b. Perbedaan peneliti dengan saudara Ansy Agrian yaitu waktu dan
tempat yang diteliti.

Kesimpulan penelitian yang dilakukan saudara Ansy Agrian adalah
Pembelajaran PKn sangat berkontribusi terhadap pembentukan karakter
disiplin siswa, karena materi-materi yang diajarkan amat sarat dengan

nuansa nilai-nilai dan moral yang seharusnya dimiliki oleh siswa.

C. Kerangka Pemikiran

Proses pendidikan merupakan salah satu gerbang untuk mencapai
kesuksesan tiap-tiap individu. Dimana melalui pendidikan dapat membentuk
karakter dan moral tiap individu baik di lingkungan keluarga, formal ataupun
non formal. Melalui pendidikan banyak sekali proses yang dilalui salah
satunya pembelajaran yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi
bisa.

Pembelajaran merupakan suatu rencana dari segala konsep kegitatan
belajar yang telah dipersiapkan secara matang untuk meciptakan suatu proses

pembelajaran yang aktif baik pada siswa atau pun pada guru.
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Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ikut serta
dalam proses peningkatan keaktifkan siswa belajar, karena pada pembelajaran
PPKn siswa tidak hanya sebagai pendengar ketika guru sedang menerangkan
tetapi siswa dituntut untuk aktif ketika proses pembelajaran sedang

berlangsung.

Salah satu misi mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan telah
termuat dalam GBHN yaitu mewujudkan sistem dan iklim pendidikan
nasional yang demokratis dan berkualitas guna memperteguh akhlak mulia,
kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan
bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Terlihat
dengan jelas GBHN mengamanatkan arah kebijakan dibidang pendidikan
yaitu: meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta
meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga
pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan
pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa
lembaga dan tenaga kependidikan, memberdayakan lembaga pendidikan baik
sekolah maupun pendidikan luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai,
sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan
masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Proses
penanaman nilai-nilai disiplin di sekolah hanya akan tercapai apabila seorang
guru mampu menerapkan disiplin dengan baik sikap, teladan, perbuatan dan
perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa
dapat meresap masuk begitu dalam, ke dalam hati sanubarinya dan

dampaknya yang terkadang melebihi pengaruh dari orang tuanya di rumah.

Sikap dan prilaku yang ditampilkan guru tersebut pada dasarnya
merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah. Semua bentuk
ketidakdisiplinan siswa di sekolah tentunya memerlukan upaya
penanggulangan dan pencegahan. Rachman (1999, him. 83) mengemukakan
beberapa usaha yang dapat dilakukan sekolah dalam menanamkan karakter

disiplin, anatara lain:
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a. Guru hendaknya bida menjadi contoh berdisiplin, misalnya tepat waktu.
Siswa tidak akan memiliki disiplin manakala melihat gurunya sendiri
juga tidak disiplin. Guru harus menghindari kebiasaan telat masuk
kelas.

b. Memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas, sehingga
mudah untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana kondusif untuk
belajar.

c. Secara konsisten para guru terus mensosialisasikan kepada siswa
tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil
optimal, melalui pembinaan dan yang lebih penting lagi melalui

keteladanan.

Terlepas dari pro dan kontra dan melihat kondisi lapangan yang belum
mencantumkan karakter disiplin maka berdiri sebuah mata pelajaran, kajian
ini lebih menekankan pendidikan karakter disiplin yang terintegrasi dengan
mata pelajaran PPKn. Dengan demikian diharapkan setelah siswa menerima
materi pembelajaran PPKn, anak akan memiliki karakter kedisiplinan sesuai
dengan tingkat usia dan pemahaman dalam jenjang pendidikan sebagai

sebuah ciri atau karakter bangsa.

D. Asumsi dan Pertanyaan Wawancara
1. Asumsi

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti harus menyajikan sederetan
asumsi yang kuat tentang permasalahan yang akan diteliti. Asumsi tersebut
disebut juga dengan asumsi anggapan dasar. Anggapan dasar ini merupakan
landasan teori di dalam pelaporan hasil penelitian nanti.

Menurut Winarno Surakhmad yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto
(2013, him. 104) “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak
pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Dikatakan
selanjutnya bahwa setiap penyelidik dapat merumuskan postulat yang
berbeda”.
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PPKn sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang
harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan
demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai
pendidikan anti korupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata
pelajaran PPKn dan Agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam
pendidikan karakter. Maksudnya dalam kedua mata pelajaran itu, pendidikan
karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik
merupakan usaha yang disengaja/direncakan, bukan sekedar dampak
ikutan/pengiring (Draf Panduan Guru Mata pelajaran PPKn, 2010).

Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PPKn menurut M.Taupan
(2013) dalam cover buku belakang untuk SMA-MA/SMK Kelas XI
yaitu:Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah satu mata pelajaran
yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan
akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia
yaitu Pancasila, sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif
dan bertanggung jawab.

2. Pertanyaan Wawancara
a. Bagaimana perencanaan pembelajaran PPKn dalam rangka
meningkatkan kedisiplinan siswa di SMPN 26 Bandung?
b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam rangka
meningkatkan kedisiplinan siswa di SMPN 26 Bandung?
c. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan dalam materi PPKn di

SMPN 26 Bandung?

d. Bagaimana peranan pembelajaran PPKn dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa di SMPN 26 Bandung?

e. Bagaimana hambatan yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan karakter kedisiplinan siswa di SMPN 26 Bandung?



